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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Adat Perkawinan 

1. Pengertian Adat Perkawinan  

Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang 

merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan selama 

berabad-abad. Adatmerupakan unsur terpenting yang memberikan 

identitas bagi suatu bangsa. Adat mampu menyesuaikan diri dengan 

keadaan dan kehendak zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat istiadat 

yang hidup serta yang berkembang dan berhubungan dengan tradisi 

rakyat menjadi sumber lahirnya hukum adat.16 Pengertian tersebut 

memberikan makna bahwa adat istiadat perlu dilestarikan sebagai bentuk 

penghargaan terhadap identitas diri yang menjadi ciri khas seseorang. 

Hukum adat dalam perkawinan identik dengan larangan-larangan 

atau pantangan yang harus dipatuhi oleh penganut adat tersebut. Jawa 

adalah daerah yang masih banyak menganut hukum adat, khususnya 

dalam hal pernikahan. Dalam melakukan pernikahan banyak sekali 

aturan-aturan yang harus dipatuhi salah satunya yaitu larangan bagi 

perkawinan ngalor-ngulon.17 

Perkawinan menurut adat adalah salah satu peristiwa yang sangat 

penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan 

 
16Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 13 
17Sumartini, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama…, hal. 27 
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hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga menyangkut kedua belah 

pihak orang tua, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-

masing.Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan 

peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan 

juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya 

mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua 

belah pihak.18 Bagi masyarakat primitif, arwah orang-orang yang telah 

meninggal dianggap sebagai hal-hal yang sakral dan dijadikan objek-

objek ritus religius, tapi pada saat yang sama juga memainkan peranan 

utama di dalam magis.19 

Jadi, adat perkawinan adalah peristiwa penting yang dilakukan 

dalam kehidupan menyangkut adat atau kebiasaan masyarakat yang 

melibatkan calon pengantin, orang tua, sanak saudara dan masyarakat 

serta diikuti dari warisan nenek moyang. 

2. Asas-asas Adat Perkawinan 

Perkawinan itu bukan hanya hubungan suami isteri saja tapi juga 

menyangkut hubungan para anggota kerabat baik dari kedua belah pihak. 

Dalam hubungan tersebut maka menghasilkan keturunan yang sah dalam 

hukum adat dan sesuai dengan asas-asas perkawinan menurut hukum 

adat sebagai berikut: 

 
18Siti Nur Aini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Nglangkahi” Dalam Pernikahan 

di Ds. Sumber Tlaseh Kec.Dander Kab. Bojonegoro”, Skripsi (Salatiga: Iain Salatiga, 2015), hal. 

26. 
19Suwardi Endraswara, Agama Jawa (Menyusuri Jejak Spiritual Jawa), (Yogyakarta: 

Lembu Jawa, 2012), hal. 36 
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a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan hubungan 

kekerabatan yang rukun dan damai. 

b. Perkawinan tidak hanya harus sah dilaksanakan menurut 

hukum agama dan atau kepercayaan, namun juga harus 

mendapat pengakuan dari para anggota kerabat. 

c. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan orang tua dan 

anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan 

suami isteri yang tidak diakui oleh masyarakat adat. 

d. Perkawinan boleh dilaksanakan oleh pria maupun wanita yang 

belum cukup umur, begitu pula walau sudah cukup umur 

perkawinan harus mendapat izin orang tua atau keluarga dan 

kerabat. 

e. Perceraian ada yang dibolehkan ada yang tidak dibolehkan, 

perceraian antara suami isteri dapat berakibat pecahnya 

hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak. 

f. Keseimbangan kedudukan antara kedua pihak berdasarkan 

hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan 

sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah 

tangga.20 

3. Tujuan Adat Perkawinan  

Pernikahan dalam adat yaitu bukan hanya sekedar memenuhi 

kebutuhan hidup tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 

 
20Siti Rodiyah, Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Nglangkahi Pasangan Sapi 

Dalam Prosesi Perkawinandi Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, (Malang: UIN 

Malik Ibrahim, 2010), hal. 35 
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kekal serta membentuk rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir dari 

keturunan yang sah. Bukan hanya menyatukan dua insan dan dua hati 

akan tetapi menyatukan kedua keluarga agar terjadi keharmonisan dalam 

rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam adat yaitu untuk menjaga 

kelestarian hubungan baik antara dua kelompok kekerabatan. Tujuanlain 

dapat untuk menjaga kelestarian pengasuhan dan pendidikan anak-anak 

dari hasil perkawinan antara suami dan istri.21 

4. Sahnya Adat Perkawinan 

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum 

adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada 

agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Hanya saja meskipun 

sudah sah menurut agama yang dianut masyarakat adat belum tentu sah 

menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan.22 

 

B. Perkawinan dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentignya 

perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di duina 

mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan 

juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang 

 
21Purwadi, Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Local, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005), hal. 159 
22Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 

hal. 26 
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berlaku di kalangan masyarakat. Keberbedaan itu tidak hanya antara satu 

agama dengan agama yang lain, satu negara dengan negara lain, bahkan 

satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang 

disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab 

atau aliran yang berbeda.23 

Perkawinan berasal dari kata kawin yang dalam bahasa berati 

membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan 

kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang dalam bahasa 

berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.24 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan sangat 

penting dalam kehidupan keluarga. Dalam praktek, perkawinan tidak 

hanya menyangkut masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan 

perkawinan, akan tetapihal ini juga menyangkut masalah keluarga, 

kerabat bahkan masyarakat. Karena perkawinan sebagai langkah awal 

dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir 

bathin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 

dimana Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia 

untuk membentuk keluarga.25 

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua 

mahkluk-Nya baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan ini 

 
23Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh kontemporer, (Yogyakarta: kalimedia, 2017), hal. 39 
24Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 8   
25Budi Prasetyo, “Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah 

Umur” Jurnal Ilmiah, Volume 6 No 1, 2017, hal.135, dalam http://jurnal.untagsmg.ac.id, diakses 

04 November 2019. 

http://jurnal.untagsmg.ac.id/
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merupakan fitrah serta kebutuhan mahkluk demi keberlangsungan 

hidupnya. 

Sebagaimana telah tercantum pada firman Allah: 

َ  كَّرُونوَمِنْ كُلِ  شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِْْ لَعَلَّكُمْ تَذَ   

Artinya: “Dan Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. Adz-zariyat: 49)26 

Perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut UUP, 

perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang 

dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, suatu hubungan 

yang mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan 

batin adalah hubungan tidak formal yang terbentuk karena kemauan 

bersama secara sungguh-sungguh yang mengikat kedua pihak saja. 

Antara seorang pria dan seorang wanita maksudnya dalam satu masa 

ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita 

saja. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari 

adanya ikatan lahir batin, tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula 

ada fungsi sebagai suami istri.27 

Perkawinan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan 

bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad 

 
26Departemen Agama RI, Qur’an karim..., hal. 522 
27Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata...,  hal. 74 
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yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Ikatan perkawinan ditandai 

dengan sebuah aqad (perjanjian) yang kuat mitsaqon gholiidhan. Aqad 

nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah, jadi bukan sekedar 

perjanjian biasa.28 Aqad merupakan perjanjian istimewa karena 

mengahalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi 

diperbolehkan. 

2. Asas-asas Perkawinan 

Asas Perkawinan dalam sebuah perkawinan diperlukan ketentuan-

ketentuan agar perkawinan itu dapat menjadi sesuatu yang bernilai. 

Ketentuan-ketentuan yang menjadi asas dan peraturan-peraturan 

pelaksanaanya dari suatu perkawinan seperti yang dijelaskan atau diatur 

dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Asas-asas tersebut 

adalah sebagai berikut:29 

a. Perkawinan Monogami 

Dalam suatu masa, perkawinan itu hanya dibolehkan antara seorang 

pria dan wanita hal ini mengandung arti dalam waktu yang sama 

seorang suami dilarang untuk kawin lagi dengan wanita lain. 

b. Kebebasan Kehendak 

Perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas antara seorang pria 

dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan, persetujuan 

bebas artinya suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak lain 

walaupun dari orang tua sendiri. 

c. Pengakuan Kelamin Secara Kodrati  

Kelamin pria dan wanita adalah suatu kodrat yang dicipakan oleh 

Tuhan bukan bentukan manusia, namun karena berkembangnya ilmu 

teknologi manusia sudah mampu merubah bentuk kelamin pria 

 
28M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hal. 66 
29Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata…, hal. 70-73 
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menjadi bentuk kelamin wanita dan begitu juga sebaliknya, pria 

yang sudah mengganti bentuk kelaminnya menjadi bentuk kelamin 

wanita ini tidak termasuk dalam arti wanita dalam undang-undang 

ini dan sebaliknya. 

d. Perkawinan Kekal 

Sekali kawin dilakukan berlangsunglah seumur hidup tidak boleh 

diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal yaitu tidak terbatas oleh 

waktu dan juga tidak mengenal batas perkawinan sementara namun 

jika dilakukan juga maka perkawinan itu batal. 

e. Perkawinan Menurut Hukum Agama 

Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama 

yang dianut oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Jika 

kedua pihak berlainan agama maka perkawinan tidak dapat 

dilangsungkan kecuali salah satunya ikut menganut agama pihak 

lainnya itu. 

f. Perkawinan Terdaftar 

Setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama sah 

menurut hukum positif, apabila didaftarkan pada lembaga pencatat 

perkawinan. Perkawinan yang tidak didaftarkan maka tidak akan 

diakui secara sah menurut undnag-undang ini. 

g. Batas Minimal Usia Kawin 

Perkawinan dapat dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa ialah 

sudah genap 21 tahun, namun apabila belum genap 21 tahun mereka 

akan melangsungkan perkawinan batas umur minimal wanita 16 

tahun dan bagi pria 19 tahun. 

h. Membentuk Keluarga Sejahtera 

Asas ini ada hubungan dengan tujuan perkawinan yaitu keluarga 

bahagia dan sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan, sejahtera 

artinya cukup sandang pangan.30 

i. Tanggung Jawab Perkawinan dan Perceraian 

Akibat perkawinan suami istri dibebani dengan tanggung jawab. 

Demikian juga apabila terjadi perceraian kedua bekas suami istri 

tersebut menanggung segala akibat perceraian tanggung jawab ini 

meliputi tanggung jawab terhadap anak dan harta kekayaan. 

 

3. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, 

sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban 

anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin 

 
30Ibid. 
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disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya, sehingga timbul 

kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. 

Tujuan dari perkawinanyaitu menurut perintah Allah untuk 

mendapatkan ketururan yang sah dan diakui dalam masyarakat, 

denganmendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu 

adapula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam 

Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga 

sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan 

keturunan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang 

bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.31 

Perkawinan bertujuan juga sebagai ibadah hal ini dapat dipahami 

dalam Q.S az-Zariyat ayat 56 yaitu: 

نْسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ   وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku”.32 

Tujuan perkawinan dalam pasal 1 UUP adalah  

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga 

yaitu membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari 

suami, istri, dan anak. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa yaitu perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut 

kemauan pihak-pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada 

manusia sebagai mahluk beradab, karena sebuah perkawinan 

 
31Mohd.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hal. 26 
32Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. J-ART, 2006), hal. 523 
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dilakukan secara berkeadaban pula sesuai dengan ajaran agama 

yang diturunkan Tuhan kepada manusia.33 

 

4. Rukun Perkawinan 

Untuk memperjelas makna “rukun nikah” maka lebih dahulu 

dikemukakan pengertian “rukun” baik dari segi etimologi maupun 

terminologi.Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.34 

Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap 

menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral 

dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna 

sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. 

Rukun akad pernikahanada 5 (lima), yaitu: adanya calon suami, 

adanya calon isteri, adanya wali, adanya dua orang saksi laki-laki, dan 

adanya ijabdan qabul.35 

Syarat perkawinan diantaranya: 

a) Syarat-syarat Calon Suami;  

1) Beragama Islam  

2) Jelas ia laki-laki 

3) Tertentu orangnya 

4) Tidak sedang berihram haji/umrah 

5) Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih 

dalam menjalani iddah thalak raj'i 

6) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai 

perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah 

thalak raj’i 

7) Tidak dipaksa 

8) Bukan mahram calon isteri 

 
33Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata…, hal. 74 
34Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2004), hal. 966 
35Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), 

hal. 40 
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b) Syarat-syarat Calon Istri; 

1) Beragama Islam atau ahli kitab 

2) Jelas ia perempuan 

3) Tertentu orangnya 

4) Tidak sedang berihram haji/ umrah 

5) Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami 

6) Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddahdari lelaki 

lain 

7) Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali 

untuk menikahkannya 

8) Bukan mahramcalon suami36
 

 

c) Syarat-syarat Wali; 

1) Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam 

2) Jelas ia laki-laki 

3) Sudah baligh (telah dewasa) 

4) Berakal (tidak gila) 

5) Tidak sedang berihram haji/ umrah 

6) Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya) 

7) Tidak dipaksa 

8) Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya 

9) Tidak fasiq 

 

d) Syarat-syarat Dua Orang Saksi Laki-laki; 

1) Beragama Islam 

2) Jelas ia laki-laki 

3) Sudah baligh (telah dewasa) 

4) Berakal (tidak gila) 

5) Dapat menjaga harga diri (bermuru’ah) 

6) Tidak fasiq 

7) Tidak pelupa 

8) Melihat (tidak buta atau tuna netra) 

9) Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu) 

10) Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara) 

11) Tidak ditentukan menjadi wali nikah 

12) Memahami arti kalimat dalam ijabqabul37
 

 

e) Syarat-syarat Ijabdan Qabul; Ijab akad pernikahan ialah: 

“Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya 

dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau wakilnya”. 

Qabul akadpernikahan adalah pernyataan yang datang dari pihak 

laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi.38 Sebagai 

 
36Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Jilid I, (Bandung: CV PustakaSetia, 

1999), hal. 64 
37Ibid., hal. 65 
38Rahmat Hakim, Hukum Pernikahan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 84 
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contoh kalimat ijab dan qabul yaitu ijab: “Ya Ali, ankahtuka 

Fatimah binti bimahri alfi rubiyatin hallan”. Dalam bahasa 

Indonesia “Hai Ali, aku nikahkan Fatimah anak perempuanku 

dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai” dan 

qabulnya: “Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihalan”. Dalam 

bahasaIndonesia “Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan 

saudara dengan saya dengan masnikah tersebut secara tunai”.39 

 

C. Larangan Perkawinan 

Hukum perkawinan Islam didalamnya dikenal sebuah asas yang disebut 

dengan asas selektivitas. Artinya asas ini yaitu seseorang yang hendak 

menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan 

dengan siapa ia terlarang untuk menikah.40 

Perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam sendiri diantaranya:41 

1. Nikah mut’ah 

Nikah sementara atau nikah terputus. Maksudnya menikahnya 

seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu 

misalnya: 1 hari, 3 hari, sepekan, sebulan atau bahkan lebih. 

2. Nikah sigar 

Nikah sigar yaitu wali yang menikahkan gadis yang diurusnya 

kepada seorang laki-laki dengan syarat ia menikahkan pula dengan gadis 

yang diurusnya. Pengharaman perkawinan sigarterdapat dalam hadist 

yang diriwayatkan oleh Muslim dan Shahiihnya dari Ibnu ‘Umar 

Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi saw. Bersabda: 

 
39Ibid., hal. 59 
40Nola Putriyah P. Dan A. Bunyan Wahib, “Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan 

Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat”Al-Ahwal Vol 8 No 2, 2015 M/1436 H, 

hal. 176, dalam https://www.researchgate.net, diakses 06 November 2019 
41Idris Ramulyaa, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 34 

https://www.researchgate.net/
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 شِغَارَ في اْلِإسْ لَامِ لاَ 
Artinya: “Tidak ada nikah sigar dalam Islam”42 

3. Nikah muhallil 

Menikahi wanitayang telah di talak tiga setelah berakhirnya masa 

iddahnya kemudian menceraikannya kembali untuk diberikan kepada 

suaminya yang pertama.Arti muhallil berasal dari tahlil, yakni orang 

yang menikahi wanita yang ditalak tiga dengan niat untuk diceraikannya 

setelah menyetubuhinya agar orang yang mentalak tiga tersebut dapat 

menikahinya kembali. 

4. Melakukan perkawinan dalam masa iddah 

Masa iddah maksudnya masa tunggu dimana seorang wanita yang 

cerai dari suaminya untuk dapat melaksanakan perkawinan lagi, hal ini 

agar bisa diketahui apakah wanita ini mengandung atau tidak. Jika wanita 

ini mengandung maka diperbolehkan menikah lagi namun setelah 

bayinya lahir, dan apabila ia tidak mengandung maka ia harus menunggu 

selama tenggang waktu 4 bulan 10 hari jika bercerai karena sebab suami 

meninggal atau selama tiga kali suci dari haid dengan sebab cerai hidup.  

 

D. Perkawinan Ngalor-ngulon 

Perkawinan ngalor-ngulon adalah sebuah penentuan calon pengantin 

laki-laki yang dilihat dari posisi rumah calonmempelai laki-laki, yang mana 

 
42H.R Muslim 
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letak lokasinya di sebelah barat laut dari calon pengantin wanita dan begitu 

juga sebaliknya. Dengan demikian ketika posisi rumah mempelai laki-laki 

terletak di ngalor-ngulon maka calon mempelai wanitanya dilarang menikahi 

wanita tersebut.43 

Tradisi larangan perkawinan ngalor-ngulon tersebut dilakukan 

berdasarkan aturan dari kalender Jawa seperti yang biasanya dilakukan dalam 

perhitungan atau pelaksanaan hari baik dalam perkawinan dan ada 

hubungannya dengan yang disebut petung jawi, yaitu perhitungan baik buruk 

yang dilukiskan dalam lambang atau watak hari, tanggal,bulan, tahun dan 

lain-lainya.44 Ngalor-ngulon sendiri dalam jawa disebut sebagai arah 

malapetaka atau musibah arah jin dan setan. Maka dari itu perkawinan ini 

menjadi pantangan tersendiri bagi masyarakat Jawa yang pada khusunya 

masih mempercayai sebuah adat, karena diyakini apabila hal ini dilanggar 

petaka akan menghampiri keluarga mempelai. 

Secara epistemologi asal-usul adat ini tidak dapat diperkirakan kapan 

dan siapa pencetusnya, tetapi masyarakat Jawa mempercayainya dan 

menjadikan ini sebagai tradisi yang tidak bisa dipungkiri tentang 

kebenarannya. Pulau Jawa adalah daerah yang masih banyak menganut 

hukum adat, khususnya dalam hal pernikahan. Dalam melakukan pernikahan 

banyak sekali aturan-aturan yang harus dipatuhi salah satunya yaitu larangan 

menikah ngalor-ngulon. Berdasarkan sejarah tentang perkawinan ngalor-

ngulon yang dilahirkan dari mulut kemulut adalah sebuah realitas yang 

 
43Miftahul Huda, Membangun Model…, hal. 382 
44Sayyid Qodir, Mujarobat, (Surabaya: Bintang Dua, 1992), hal. 26 
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diciptakan oleh leluhur kita dengan harapan tradisi larangan perkawinan ini 

dapat bertahan dengan segala rahasia dan nilai sejarah didalamnya.  

Dasar yang digunakan masyarakat dalam melakukan perhitungan 

ngalor-ngulon dalam menentukan calon pengantin adalah menurut keyakinan 

pendahulu atau sesepuh yang terus dilestarikan dan dilakukan secara turun-

temurun kepada generasi seterusnya, dan juga merujuk pada kebiasaan yang 

terjadi di masyarakat. Kebanyakan mereka menjalankan tradisi yang sudah 

biasa berjalan. 

Adat larangan pernikahan ngalor-ngulon adalah termasuk peraturan 

yang tak tertulis, karena peraturan ini sebatas hasil penelitian nenek moyang 

terdahulu yang dipercaya oleh generasi seterusnya sebagai peraturan adat dan 

harus dilestarikan secara turun temurun. Sejatinya larangan ngalor-ngulon 

bukanlah sebuah larangan yang mempunyai ranah larangan mutlak, hanyalah 

sebuah anjuar untuk penghati-hatian, jadi bila tidak melakukannya juga tidak 

apa-apa, tapi lebih baik melakukan. 

Larangan pernikahan ngalor-ngulon termasuk peraturan adat yang tidak 

bisa dirubah ketentuannya, tetapi sebagian masyarakat tetap ada yang 

merubahnya sesuai dengan hasil musyawarah kedua belah pihak. Cara yang 

di tempuh biasanya ada beberapa cara, yaitu: 

1. Dengan cara orang tua dari calon mempelai laki-laki membuang anak 

laki-lakinya lalu di temukan oleh calon mertuanya dipercaya cara ini bisa 

merubah hukum adat ngalor-ngulon. 
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2. Calon mempelai laki-laki pindah domisili rumah, dengan pindahnya 

rumah mempelai laki-laki dipercaya dapat merubah jalur yang dilarang.  

3. Calon mempelai laki-laki berangkat dari rumah saudaranya yang terletak 

disebelah barat rumah mempelai perempuan.  

4. Melaksanakan perkawinan di rumah mempelai perempuan.45 

  Melihat cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk merubah ketetapan 

hukum adat larangan ngalor-ngulon dengan beberapa cara yang sudah 

disampaikan diatas dan disingkronkan dengan keterangan di atas maka bisa 

dibilang sah-sah saja, yang terpenting jalan keluar tersebut sudah melalui 

kesepakatan kedua belah pihak, selain itu pula ketentuan adat tersebut 

termasuk adat yang terbangun bukan berdasarkan ketentuan pasti nash. 

 

E. Faktor Penyebab Dilarangnya Perkawinan Ngalor-ngulon 

Perkawinan dalam adat yaitu bukan hanya sekedar memenuhi 

kebutuhan hidup tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

serta membentuk rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir dari keturunan 

yang sah. Bukan hanya menyatukan dua insan dan dua hati akan tetapi 

menyatukan kedua keluarga agar terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. 

Tujuan pernikahan dalam adat yaitu untuk menjaga kelestarian hubungan baik 

antara dua kelompok kekerabatan. Tujuan lain dapat untuk menjaga 

 
45Ibid., hal. 61 
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kelestarian pengasuhan dan pendidikan anak-anak dari hasil perkawinan 

antara suami dan istri.46 

Larangan perkawinan ngalor-ngulon, perkawinan ngalor-ngulon sendiri 

adalah sebuah penentuan calon pengantin wanita yang dilihat dari posisi 

rumah calon mempelai wanita, yang mana letak lokasinya di sebelah barat 

laut dari calon mempelai laki-laki. Dengan demikian ketika posisi rumah 

mempelai wanita terletak di ngalor-ngulon maka calon mempelai laki-lakinya 

dilarang menikahi wanita tersebut dan begitupun sebaliknya. Mayoritas 

masyarakat desa sini percaya dengan adat tersebut bahkan jarang sekali 

masyarakat menentangnya, karena larangan ini telah dilakukan sejak dulu dan 

tetap dilakukan hingga sekarang. 

Sepasang pengantin yang menentang aturan tersebut, dipercaya akan 

mendapat akibatnya, yaitu mempelai laki-lakinya meninggal tanpa sebab, 

ataupun sebaliknya mempelai perempuan yang meninggal dan tidak jarang 

juga orang tua dari salah satu pihak yang meninggal. Selain itu juga sering 

terjadi kegagalan dalam berumah tangga, sering bertengkar, ekonomi 

tersendat sampai terjadi perceraian. hal tersebut semakin membuat 

masyarakat akan berpikir dua kali bila ingin melanggar peraturan tersebut, 

karena kejadian tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja, sudah beberapakali 

sejak dulu pun sudah pernah terjadi, bahkan ada yang sudah ingin melakukan 

pernikahan lalu di batalkan karena ternyata posisi rumah mempelai wanitanya 

berada di ngalor-ngulon, masyarakat jawa itu sangat hati-hati dalam mencari 

 
46Ibid.,hal. 54 
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keputusan, tentang memutuskan perkara untuk diri sendiri aja diperhitungkan 

dengan hati-hati, apalagi soal pernikahan, yang mana menentukan hubungan 

dua orang sekaligus dua keluarga pasti lebih hati-hati lagi. 

 

F. Larangan Adat Perawinan Ngalor-ngulon PersepektifNahdlatul Ulama 

(NU) 

Pandangan tokoh NU terkait perkawinan ngalor-ngulon hanyalah mitos 

dan sugesti. Sebagai orang yang paham agama dan juga hidup berdampingan 

dengan masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi adat kita harus 

bersikap bijak, kita memang wajib mengingatkan dan memberi pemahaman 

agama namun harus secara fleksibel tidak boleh langsung menentang. Boleh 

menggunakan adat namun tetap mempertimbangkan rukun dan syarat sah 

pernikahan menurut hukum Islam, hukum adat di gunakan hanya pada 

pelaksanaan resepsi bukan pada pemilihan calon pengantin dan hanya sebagai 

bentuk penghargaan dan pelestarian terhadap tradisi yang ada dalam 

masyarakat.47 

Pendapat pandangan NU yang menentang atau tidak setuju dikarenkan 

di dalam Islam tidak mengenal adanya adat larangan perkawinan ngalor-

ngulon dan dianggap dapat menimbulkan kemusyrikan jika dipercayai dan 

diyakini secara fanatik. 

Pendapat tersebut juga menyatakan bahwa orang yang sudah menjadi 

muslim dan ia masih meyakini adanya larangan tersebut maka orang itu 

 
47Sumartini, “Pandangan Tokoh…,hal. 3 
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belum memahami agama Islam dengan baik. Keyakinan yang begini yang 

nantinya akan merusak akidah seseorang dan menjadikan seseorang 

mendahului kehendak Allah SWT. Hal ini juga bertentangan dengan hukum 

adat yang sebenarnya adat yaitu yang merupakan hukum yang mengatur 

kehidupan manusia yang dari penciptanya. 

Tradisi memang harus di pertahankan, namun tradisi yang di 

pertahankan haruslah yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak 

bertentangan. Sehingga, dalam kehidupan masyarakat akan menggunakan 

hukum Islam dalam berpedoman menikah, dan akan menggunakan adat 

hanya dalam pelaksanaan resepsi sebagai bentuk penghargaan terhadap 

keberagaman tradisi dalam masyarakat. Dengan demikian, larangan 

perkawinan ngalor-ngulor tersebut tidaklah benar dan hanya berdasarkan 

pada kejadian di masa lalu yang kebetulan terjadi yang sering disebut sebagai 

mitos yang pada kenyataannya pada masa sekarang hal itu tidak terjadi, 

sehingga sekarang banyak para pasangan muda yang pernikahannya 

tergolong pernikahan ngalor-ngulon yang kenyataannya hingga saat ini 

kelurganya masih rukun dan tidak ada petaka yang terjadi seperti apa yang 

diungkapkan oleh nenek moyang. 

 

G. Larangan Adat Perawinan Ngalor-ngulon Persepektif Muhammadiyah 

Masyarakat pada khususnya golongan orang Muhamadiyah sudah 

menolak tradisi atau adat dari awal sehingga tidak terjadi perselisihan karena 

apapun bentuk adat mereka menolak karena tidak ada dasar 
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hukumnya.Larangan perkawinan ngulon-ngalor itu sangat tidak dibenarkan 

karena tidak ada dasar hukumnya dalam Islam hanya sebagai mitos belaka, 

pada dasarnya bayi yang berumur 120 hari dalam kandungan waktu 

ditiupkannya roh dan disaksikan dengan 4 perkara yaitu, jodoh, mati, rezeki, 

dan umur sudah ditakdirkan oleh Allah Jadi kita tidak boleh mempercayai 

atau mengikuti sesuatu diluar syariat, jadi dengan adanya dasar diatas tadi 

kita tidak boleh menyalahi takdir atau kehendak Allah, kecuali apabila 

larangan perkawinan itu sesuai dengan syari’at Islam yaitu nasab, 

mushaharah dan rada’ah.48 

Yang menolak dengan tegas didasari hanya dengan ilmu Fikih 

Munakahat tanpa menggunakan pendekatan antara tradisi dengan tradisi 

sehingga menjadikan pendapat tersebut bertentangan walaupun mereka tidak 

menentang secara keras akan tetapi dalam keyakinan mereka, tradisi yang 

mendekati kemusyrikan tersebut harus dihilangkan. 

Dalam fikih munakahat sendiri pernikahan ngalor-ngulon ditinjau dari 

beberapa aspek yaitu sebagai berikut: 

1. Menurut dasar hukum perkawinan dalam fikih munakahat perkawinan 

ngalor-ngulon adalah boleh karena dilihat dari keadaan maslahat atau 

mafsadatnya. Selama pernikahan tersebut lebih banyak maslahatnya 

maka tidak perlu dilarang dan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. 

Jika pernikahan tersebut lebih banyak mafsadahnya maka boleh untuk 

dilarang. 

 
48Dwi Agustin Miftahul, “Pandangan Ulama Desa...,hal. 64 
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2. Ditinjau dari segi tujuan perkawinan dalam fikih munakahat perkawinan 

ngalor-ngulon yaitu, sama- sama bertujuan untuk mewujudkan keluarga 

yang sakinah, mendapat keturunan yang sah, sehat dan dapat membentuk 

keluarga yang bahagia. Namun, menurut hukum adat pernikahan ini 

dilarang berdasarkan kebiasaan yang ada pada masyarakat setempat. 

3. Perkawinan ngalor-ngulon dari segi rukun dan syarat sahnya perkawinan 

dalam fikih munakahat maka sah, karena dalamperkawinan ini terpenuhi 

semua rukun dan syarat sah dalam perkawinan. Tidak ada dasar yang 

menyatakan bahwa syarat calon mempelai wanita tidak boleh rumahnya 

ngalor-ngulon dari rumah calon mempelai laki-laki dan sebaliknya. 

4. Menurut larangan perkawinan dalam fikih munakahat perkawinan 

ngalor-ngulon tidak dilarang karena yang dilarang dalam Islam yaitu 

perkawinan yang masuk pada kategori mahram, yaitu: Pertama, karena 

memiliki hubungan nasab, diantaranya adalah ibu, anak perempuan, 

saudara perempuan, bibi, kemenakan (keponakan) perempuan. Kedua, 

karena hubungan susuan, diantaranya adalah ibu susuan, nenek susuan, 

bibi susuan, kemenakan susuan perempuan, saudara susuan perempuan. 

Ketiga, karena ada hubungan semenda, diantaranya adalah mertua 

perempuan, anak tiri, menantu, ibu tiri. Keempat, karena ada sumpah 

li’an, yaitu seorang suami yang menuduh istrinya berzina tanpa 

mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah 

empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia 

menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. 
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Dengan begitu pandangan Muhammadiyah yang bertentangan tersebut 

hanya pada segi keyakinannya atau kefanatikannya sehingga harus 

dihilangkan, sehingga tidak lantas menjadikan tokoh tersebut pada golongan 

yang radikal. Mereka memang menolak dengan tegas, namun mereka juga 

memiliki dasar yaitu ilmu Fikih Munakahat. 

 

H. Penelitian Terdahulu 

Untuk menghindarkan terjadinya pengulangan penelitian maka perlu 

diuraikan penelitian terdahulu tentang larangan perkawinan adat yang pernah 

diteliti oleh peneliti lain. Oleh karena itu peneliti telah menelaah beberapa 

literatur yang mengkaji tentang larangan perkawinan adat adalah: 

Pertama, “Larangan Perkawinan Ngalor-ngulon Dalam Adat Jawa Di 

Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum 

Islam”49 yang disusun oleh Fatkhul Rohman, dalam skripsi ini menjelaskan 

larangan perkawinan ngalor-ngulon dalam adat jawa prespektif sosiologi 

hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam kategori field research yaitu 

penelitian dengan mengumpulkan data yang dilakukan dari kegiatan 

lapangan, pengumpulan data dilakukan secara observasi selama satu bulan 

dan wawancara dengan enam responden dalam bentuk tulisan dan lisan. Hasil 

dari penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan masyarakat 

mempertahankan perkawinan ngalor-ngulon adalah faktor mitos, ekonomi, 

psikologi, kesehatan, adat budaya dan tokoh adat masih dijadikan sebagai 

 
49Fatkhul Rohman, “Larangan Perkawinan Ngalor-ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa 

Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam”, Skripsi, 

(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) 
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panutan terhadap kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur. Skripsi ini 

memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang disusun, dimana sama-

sama membahas tentang larangan perkawinan adat ngalor-ngulon, sedangkan 

perbedaannya jika penelitian terdahulu memfokuskan pada sosiologi hukum 

Islam sedangkan pada penelitian yang akan disusun lebih ke pandangan 

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. 

Kedua, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Di Kecamatan 

Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah 

Ngalor-ngulon Bagi Laki-laki”50 yang disusun oleh Sumartini, dalam skripsi 

ini menjelaskan pandangan tokoh nahdlatul ulama terhadap adat larangan 

menikah ngalor-ngulon bagi laki-laki. Penelitian ini termasuk kedalam 

kategori penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif,  

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan 

wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitia ini yaitu larangan 

pernikahan ngalor-ngulon menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama hanya 

sebuah mitos dan sugesti. Sebagai orang yang beragama Islam gunakanlah 

fikih munakahat dalam berpedoman ketika hendak menikah.Boleh 

menggunakan adat namun tetap mempertimbangkan rukun dan syarat sah 

pernikahan menurut hukum Islam, hukum adat di gunakan hanya pada 

pelaksanaan resepsi bukan pada pemilihan calon pengantin dan hanya sebagai 

bentuk penghargaan dan pelestarian terhadap tradisi yang ada dalam 

masyarakat. Sehingga ada persamaan dengan penelitian yang sedang disusun, 

 
50Sumartini, “Pandangan Tokoh…, 
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dimana sama-sama membahas tentang larangan perkawinan ngalor-ngulon, 

sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu hanya pendapat NU saja 

sedangkan penelitian yang sedang disusun terdapat dua pendapat antara 

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. 

Ketiga, “Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo (Perspektif Tujuan Pernikahan Dalam Islam)”51 yang 

disusun oleh Wahyu Widodo, dalam skripsi ini menjelaskan tentang makna 

larangan pernikahan adat jawa prespektif tujuan pernikahan dalam islam. 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, yang 

menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan dengan 

menggunakan wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagai metode 

pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini yaitu larangan pernikahan adat 

Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo karena faktor biologis, sosial 

maupun alam meskipun pada pelaksanaan berbeda dengan shari’at, tetapi 

pada intinya sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Yakni, adanya 

larangan tersebut bagi masyarakat Jawa adalah sebuah bentuk kehati-hatian 

dalam membangun rumah tangga, agar kehidupan tersebut berjalan dengan 

harmonis dan sejahtera. Sehingga ada persamaan dengan penelitian yang 

sedang disusun, dimana sama-sama membahas tentang larangan perkawinan 

adat, sedangkan perbedaannya dalam penelitian terdahulu lebih terfokus pada 

tujuan pernikahan dalam Islam sedangkan penelitian yang akan disusun 

menurut Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. 

 
51Wahyu Widodo, “Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo (Perspektif Tujuan Pernikahan Dalam Islam)”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2018) 
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I. Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian yaitu pandangan atau model pola pikir yang 

menunjukan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan 

jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.1 Paradigma Penelitian 
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